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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

1.1 Latar Belakang 

Rezim-rezim internasional muncul sebagai dampak dari globalisasi. Sejak 

Perang Dunia  II, keberadaan rezim merupakan tiang kokoh dalam dinamika politik 

global yang dianggap mampu mempengaruhi pembuatan berbagai kebijakan 

internasional yang efektif bergantung pada upaya pemerintah nasional terhadap 

serangkaian masalah aksi kolektif. Cara yang paling  umum dimana suatu negara dapat 

berkontribusi dalam mengamnbil tindakan adalah melalui ratifikasi, bergabung, atau 

mengaksisi sebuah perjanjian lingkungan internasional. Akan tetapi, dalam dinamika 

politik internasional yang semakin kompleks, tidak mudah untuk menyatukan 

kepentingan negara-negara di dunia yang memiliki beragam latar belakang budaya, 

ideologi dan sistem pemerintahan yang berbeda. Dengan hal ini, suatu kerjasama yang 

efektif hanya dapat dicapai jika kerjasama tersebut memiliki kapasitas untuk 

mencangkup kepentingan banyak negara secara global. Tidak bisa dipungkiri, salah 

satu isu yang paling krusial dan tidak bisa diabaikan dalam masyarakat internasional 

saat ini adalah isu lingkungan hidup.  

Sejak pasca perang dingin, isu global mengenai lingkungan hidup mulai 

dibahas oleh sekelompok pemikir studi hubungan internasional yang disebut 

Copenhagen School. Salah satu pemikir Copenhagen School, Barry Buzan, 

memperluas agenda keamanan suatu negara mengenai keamanan non-tradisiona l 
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(ancaman non-militer).1 Berbeda dengan keamanan tradisional yang memfokuskan 

pada negara dan global security, Copenhagen School lebih menekankan pada societal 

security atau keamanan masyarakat.  Kemanan masyarakat yang dimaksud merujuk 

pada ´kemungkinan atau ancaman yang aktuaĺ  bersifat non-militer, yang bisa datang 

melalui isu kemiskinan, ekonomi, dan lingkungan hidup. Perhatian yang lebih 

mendalam terhadap perubahan iklim pada saat ini juga dipicu oleh terjadinya revolusi 

industri Inggris yang menyebar ke negara-negara Eropa Barat, Amerika Utara, Jepang 

hingga ke seluruh dunia membuat pola kehidupan manusia mulai berubah. Pada abad 

ini, tenaga kerja yang sebelumnya menggunakan tenaga hewan dan manusia telah 

dialihkan pada penggunaan mesin yang berbahan bakar fosil yang berkontribusi besar 

terhadap pencemaran udara. 

Banyaknya perhatian dunia mengenai perubahan iklim dan seiring dengan 

munculnya berbagai dampak yang mulai terlihat secara signifikan seperti kenaikan 

suhu bumi, mencairnya gletser, naiknya permukaan air laut dan menipisnya lapisan 

ozon telah membuat masyarakat menaruh perhatian yang lebih dalam terhadap isu ini.  

Berhubungan dengan hal tersebut, masyarakat internasional mulai bertindak dengan 

disepakatinya United Nations Framework Convention on Climate Change (UNFCCC) 

pada tahun 1992.2 Konvensi dibawah PBB ini bertujuan menentukan  berbagai langkah 

yang dianggap perlu untuk memerangi perubahan iklim dan menstabilkan konsentrasi 

                                                             
1 Barry Buzan, Ole Waver, dan Jaap de Wilde, Security: A New Framework for Analysis (Boulder 
Colo: Lynne Rienner, 1998) hlm 7-8. 
2 UNFCCC. FCCC/CP/2015/L.9/Rev.1: Adoption of the Paris Agreement (UNFCCC, 2015). 
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gas rumah kaca (GRK).3 Dalam menjalankan tujuan konvensi ini, banyak konferensi 

yang diselenggarakan demi menyempurnakan dan meningkatkan target pencapaian 

emisi dibawah UNFCCC, seperti diadopsinya  Protokol Tokyo pada tahun 1997. 

Namun dalam perkembangannya, Protokol Kyoto tidak berhasil mencapai target 

penurunan emisi dikarenakan kurangnya komitmen negara-negara industri (Annex I) 

untuk menurunkan emisinya. Setelah mengalami kegagalan ini, pada pertemuan para 

negara pihak UNFCCC tahun 2015 di Paris, terciptalah serangakaian keputusan, 

diantaranya Decision 1/ CP.21 on Adoption of the Paris Climate Agreement  

(Perjanjian Paris) sebagai instrument baru setelah Protokol Kyoto.   

Adopsi Perjanjian Paris pada tahun 2015 dalam perkembangan UNFCCC 

dianggap sebagai langkah penting dalam respon global terhadap ancaman perubahan 

iklim. Perjanjian paris menetapkan tujuan suhu jangka panjang untuk mempertahankan 

kenaikan suhu rata-rata global di bawah 2ºC dan berupaya membatasinya hingga 1,5ºC 

relatif terhadap tingkat pra-industri.4 Tujuan iklim ini juga disertai dengan arsitektur 

tinjauan yang mengikat secara hukum di mana negara-negara mengajukan rencana 

                                                             
3 World Meteorological Organization, The State of Greenhouse Gases in The Atmosphere Using 
Global Observations Through 2007, (Greenhouse Gas Bulletin NO.4, 2008) hlm. 2- 3. 
4 M.J Mace. "Mitigation Commitments under the Paris Agreement and the way forward.” Climate Law 
6, no. 1-2 (2016). hlm. 21. 

 



 

4 
 

iklim nasional setiap lima tahun (meskipun janji itu sendiri tidak mengikat secara 

hukum) yang dinamakan Nationally Determined Contributions (NDC).5   

Sejauh ini, dari 197 pihak dalam konvensi, terdapat 185 pihak yang telah 

meratifikasi Perjanjian Paris. Pada acara High-level Signature Ceremony, Pemerintah 

Indonesia yang diwakili oleh Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan, 

menyampaikan keinginan Indonesia untuk meratifikasi Perjanjian Paris. Dalam 

menjalankan tujuan-tujuan dari Perjanjian Paris, Indonesia dan 185 anggota lainnya 

sepakat untuk merumuskan komitmen, dibingkai dalam NDC. Dalam komitmennya 

terhadap NDC, Indonesia menyampaikan dokumen INDC (Intended Nationally 

Determined Contributions) pada akhir September 2015 ke UNFCCC yang berisikan 

komitmen negara dalam berkontribusi menurunkan emisi Gas Rumah Kaca pada tahun 

2030 sebesar 29% dengan upaya sendiri dan sampai dengan 41% melalui kerjasama 

internasional.6 NDC Indonesia mengenai Perjanjian Paris tersebut berisi tiga prinsip 

pokok, yaitu: memungkinkan pertumbuhan ekonomi dan menempatkan kesejahteraan 

masyarakat sebagai prioritas, khususnya yang berkaitan dengan ketahanan pangan, air 

dan energi; memperkuat perlindungan masyarakat miskin dan rentan, termasuk 

                                                             
5 Rogelj, Joeri, Michel Den Elzen, Niklas Höhne, Taryn Fransen, Hanna Fekete, Harald Winkler, 
Roberto Schaeffer, Fu Sha, Keywan Riahi, and Malte Meinshausen. "Paris Agreement Climate 

Proposals need a boost to keep warming well below 2 C." Nature 534, no. 7609 (2016). hlm. 635 
6 Kementerian Lingkungan Hidup dan  Kehutanan RI. “Strategi Implementasi NDC”. Jakarta, 2016. 
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pelestarian lingkungan dalam rangka pengembangan berkelanjutan; dan fokus pada 

intervensi inti yang mengurangi emisi dan memperkuat kerangka kerja kebijakan.7 

Mengikuti penjabaran diatas, diketahui bahwa Perjanjian Paris merupakan 

sebuah persetujuan yang sulit untuk tidak diacuhkan dalam panggung politik global. 

Oleh karena itu, diratifikasinya Perjanjian Paris oleh Indonesia merupakan langkah 

yang besar dalam kebijakan politik luar negeri Indonesia.  Prinsip dasar kebijakan 

politik luar negeri sebuah negara boleh saja berakar pada sejarah, ideologi, dan 

konstitusi nasional. Namun pelaksanaannya sangat dipengaruhi oleh kepentingan, 

kepemimpinan, dan dinamika politik internal dan internasional tertentu. Hal ini 

mengarah pada titik fokus rumusan masalah dalam tesis ini, yaitu berfokus pada 

pendorong serta kepentingan Indonesia dalam meratifikasi Perjanjian Paris. Dengan 

berkonsentrasi pada pokok rumusan masalah ini, penelitian ini akan mengungkapkan 

motif yang melandasi partisipasi Indonesia dalam Perjanjian Paris sebagai sebuah 

bagian dari rezim internasional, diikuti dengan diskusi analisis yang dibangun oleh 

teori dan berbagai konsep yang akan diaplikasikan oleh penulis dalam penelitian ini. 

 Penulis menganggap bahwa topik ini menarik dan patut untuk dibahas karena 

melibatkan pembahasan mengenai politik global yang terus berkembang dan 

mepengaruhi pengambilan keputusan suatu negara yang berdaulat.  Oleh karena itu, 

akan sangat berarti bagi penulis sebagai mahasiswa Program Studi Hubungan 

                                                             
7 Ibid 
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Internasional untuk memberikan analisis yang lebih mendalam mengenai bagaimana 

Indonesia sebagai negara berkembang berupaya mencapai kepentingannya melalui 

Perjanjian Paris. 

1.2 Rumusan Masalah 

Agar penelitian ini dapat dilakukan dengan lebih  mendalam dan berfokus pada isu, 

penulis melihat permasalahan penelitian yang diangkat perlu  dibatasi masalahnya.  

Pembatasan masalah ditulis guna untuk mempertegas dan mempersempit ruang 

lingkup masalah yang akan dibahas, sehingga lebih terarah dan tidak menyimpang dari 

pokok permasalahan yang sesungguhnya. Dengan demikian data yang diperoleh akan 

dapat ditentukan secara tepat dan akurat. Maka dari itu, berdasarkan latar belakang 

diatas yang telah diuraikan sebelumnya, penulis merumuskan beberapa pertanyaan 

penelitian sebagai berikut:   

a. Apakah kepentingan Indonesia dalam meratifikasi Perjanjian Paris? 

1.3  Tujuan Penelitian 

Tujuan yang ingin dicapai penulis dalam penelitian ini adalah sebagai berikut: 

a. Mengetahui pendorong Indonesia dalam meratifikasi Perjanjian Paris 

b. Mengetahui perspektif dan kepentingan Indonesia terhadap Perjanjian Paris 

sebagai bagian dari Rezim Internasional 

c. Mengetahui komitmen Indonesia terhadap Perjanjian Paris dalam mencapai 

kepentingan nasional Indonesia 
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1.4 Kegunaan Penelitian 

Hasil dari penelitian diharapkan untuk memberikan wawasan tentang 

bagaimana perkembangan dinamika politik internasional dapat mempengaruhi sikap 

politik luar negeri suatu negara mencapai kepentingan nasional. Topik penelitian ini 

adalah salah satu topik yang paling signifikan, karena topik ini tidak hanya fokus pada 

Perjanjian Paris sebagai forum kerjasama internasional, tetapi juga pada perhatian 

internal karena topik ini membahas secara mendalam mengenai motif, kepentingan dan 

peran Indonesia dalam perjanjian tersebut. Selain itu, topik ini juga bermanfaat untuk 

referensi pemerintah dalam pembuatan kebijakan karena penelitian ini menganalisis 

implikasi dari sebuah kebijakan, seperti kebijakan luar negeri di Indonesia. Topik ini 

juga bertujuan untuk memperkaya pengetahuan publik mengenai sikap Indonesia 

dalam dinamika politik internasional yang terus berubah dikarenakan arus globalisasi.  

Selain itu, topik ini juga akan memperkaya pengetahuan dalam ilmu sosial, terutama di 

bidang hubungan internasional. Dengan demikian, dirancang bahwa penelitian ini akan 

bermanfaat, tidak hanya di kalangan akademis, namun juga di kalangan praktis. 

1.5 Struktur Penulisan 

 Pada bab pertama, yang merupakan latar belakang, menjelaskan mengenai 

Perjanjian Paris secara umum, diikuti dengan penjelasan singkat mengenai sejarah 

terbentuknya Perjanjian Paris yang diawali dengan konvensi UNFCCC. Bab ini juga 

menjelaskan secara singkat mengenai status Indonesia dalam Perjanjian Paris. 

Informasi pada bab ini disampaikan dengan harapan pembaca memahaminya sebelum 
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melanjutkan pada rumusan masalah yang merupakan perhatian utama dari penelitian 

ini.  

Pada bab kedua dalam tesis ini akan diisi oleh kerangka berpikir. Penulis 

percaya bahwa  untuk membuat penelitian yang andal dan bertanggung jawab, 

dibutuhkan sumber otentik yang berupa buku, jurnal dan artikel yang akan memberikan 

pemahaman yang lebih baik dalam hal teori dan konsep hubungan internasional yang 

akan diterapkan pada tesis penulis yang berjudul “Kepentingan Indonesia dalam 

Meratifikasi Perjanjian Paris sebagai bagian dari Rezim Internasional”.  

Pada bab ketiga, yang merupakan metedologi penelitian, memberikan 

penjelasan mengenai metode pengumpulan data yang memberikan pembaca informasi 

tentang bagaimana data akan dikumpulkan, seperti dari perpustakaan tertentu, situs 

web otentik yang menerbitkan jurnal ilmiah, buku-buku teori, atau apa pun yang 

berkaitan dengan subjek tesis serta kegiatan wawancara dengan para ahli yang bersifat 

relevan.  

Pada bab keempat, yang merupakan pembahasan, adalah titik penting dari 

penelitian ini. Dalam bab ini, penulis akan menganalisis dan menyajikan semua data 

yang dikumpulkan mengenai kepentingan Indonesia dalam meratifikasi Perjanjian 

Paris secara sistematis sesuai dengan teori hubungan internasional dan konsep yang 

digunakan. Hasil analisis kemudian digunakan untuk menjawab rumusan masalah dari 

penelitian ini. 
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Pada bab kelima, yang merupakan bagian kesimpulan, penulis akan 

merangkum dan menyimpulkan analisis dari bab sebelumnya. Rangkuman dan 

penyimpulan dalam bab ini diharapkan agar memungkinkan pembaca untuk 

memahami jawaban akhir untuk setiap rumusan masalah sesuai dengan analisis penulis 

dan temuan kolektif yang telah diproses selama penelitian.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


